
GUBERNUR LAMPUNG
 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR: G/2 45 /B.02/HK/2018 

TENTANG 

BASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAK DAERAH 
KOTA METRO TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

GUBERNUR LAMPUNG, 

Menimbang : a.	 bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, telah dievaluasi eesuai dengan 
ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah; 

b.	 bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu 
menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah; 

Mengingat : 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Lampung; 

2.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah; 

3.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

/"" 

4.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penye1enggaraan Pemerintahan Daerah; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2011; 

7.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

Memperhatikan	 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 973/2138/SJ Tanggal 9 April 
2018 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Atas Rancangan 
Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR TENTAN'G BASIL EVALUASI 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN' RETRIBUSI DAERAH. 

KESATU Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana 
tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA Walikota Metro bersama DPRD Kota Metro segera melakukan 
penyempumaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan 
Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada Diktum Kesatu. 

KETIGA Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah 
disempumakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan 
Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, 
setelah mendapatkan Nomor Register dati. Gubemur. 

KEEMPAT Peraturan Daerah yang telah ditetapkan disampaikan kepada 
Menteri Dalam Negeri dan Gubemur Lampung paling lama 7 
(tujuh) hari setelah ditetapkan. 

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan 
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

PARAF KOORDINASI 

.L ,lNAKIL GUBERNUR ?Z. ~ IYSEKDA PROVINSI \L 
3.' ASISTEN PEM & KESRA IIt-L 
4. ~SISTEN EKBANG -5. ASISTEN ADM. UMUM 

6. 
7. 
8. 
9. BIRO HUKUM t"\ 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal .. Mei 2018 

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG, 

Tembusan: 
1. Menteri Dalam Negeri RI; 
2. Menteri Keuangan RI; 
3. Pimpinan DPRD Kota Metro. 



LAMPIRAN :	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G/245/B.02/HK/2018 
TANGGAL : 4 MEl 2018 

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO 

1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN PERTOKOAN 

No Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan 

1 2 3 

b. bahwa dalam rangka Rl9RY98waikaR s9FlHaR J)9fatWFaR ~9FwRsaFl8 wRsaRHaR 

4 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, 
peJ1u menyesuaikan tarif Retribusi Pelayanan Pasar dan 
Pertokoan; 

b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b di atas, 
peJ1u menetapkan Peraturan Daerah Kota Metro tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 
2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Pertokoan. 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberaia kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­

5 

Diktum Menimbang huruf b 
dan c disempumakan. 

Angka 5 dihilangkan, karena 
UU 12Tahun 2011 hanya 
dipergunakan sebagai 
land;asan penyusunan 
angka 6 dan angka 8 
disernpumakan 
tambahkan PP 69 Tahun 
2010 

1 Konsideran 
Menimbang yaRS 99~aku aaR m9RiRgkatkaR fj9RgapataR asli Sa9F~j make P9~" 

m9RiRgkatkilR tilFi~ seRiRH89 P9mtwraR Qa9FaR !(eta M9tre ~J9FR9r Q1 TaRwR 

2 Diktum Mengingat 

2Q11 teFltilRg RetFillwsi PelayaRaR Pasa, saR PeFtekeaR perl.. meRyeswaikaR; 

b. bahwa untuk melaksanakan seisgaimsRa oimaksws huruf a dan b diatas, 
maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Pelayanan Pasar dan Pertokoan; 

8. blRsaRg blRsaRg ~19fJ19r 12 TaAI:IR 2011 teRtaRg (;lefJIoeRwkaR (;leratwraR PerI:lRSaR!I 
I:lRElaAgaR (beFRSaraR ~le8ara Re~YsliI( IREleResia Tahl:lR 2QQ4 ~lefJI9r 82. TafJIsahaA 
befJISaraR ~le8ara Re~I:lBlik IA99A8sia ~JeFRer (j2d4~; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang­ 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 1983 NomOI' 36, Tambahan Lembaran 
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah 
Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia:Nomor 5145); 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2.9.Q, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5772); ~ 

(
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2 3 4 5 

- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5161); 

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080); 

3 Satang Tubuh Pasall Paslll - Pasa] I angka 6, 7, 8, 9 dan 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomer 01 Tahun 2011 8eberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun angka 29 disempurnakan 
tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dan Pertokoan (Lembaran Daerah Kota Metro 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dan Pertokoan (lembaran Daerah - Urutan penomoran 
Tahun 2011 Nomor 01) diubah sebagai berikut: Kota Metro Tahun 2011 Nomor 01) diubah sebagai berikut : menyesuaikan 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah diantara angka 1 dan angka 2 disisipkan angka t.a 1. Ketentuan Pasal 1 diu bah diantara angka 1 dan angka 2 disisipkan 
YRtuk keteRtyaR RYFtlf 8, 9dan 29 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut : angka 1.a, angka 8, 9 dan 29 dihapus sehinggaPasal 1 berbunyi 

BABI sebagai berikut: 
KETENTUAN UMUM BABI Sesuaikan dengan Undang­

Pasal1 KETENTUAN UMUM Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Pasal1 
1. Daerah adalah Kota Metro, Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
t.a Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Metro. 1. . 
2. Pemerintahan Daerah adalah Walikota dan berserta Perangkat Daerah l.a Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan 
3. Dewan Perwakilan Rctyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah rakyat daerah menurut asas otonomi dan tllgas pembantuan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro. dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip 
4. Kepala Daerah adalah Walikota Metro. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 1945. 
6, Dinas adalah Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

R:lelJll'ilYRyai urusan Rebibusi Pelayanan Pasar dan Pertokoan. penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Retribusi Pelayanan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Pasar dan Penokean. daerah otonom. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang 
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 

6. Dinas adalah Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk 
menyelenggarakan urusan Retribusi Pelayanan Pasar dan 
Pertokoan. 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan 
Retribusi Pelavanan Pasar dan Pertokoan. 

(
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1 32 

Oite18pkan di Metro 
~da 18n99al ~ 

Lembar penetapan4 

WALIKOTA METRO, 

ACHMAD PAlRIN 
Diundangkan diMetro 
Pada tanggal ; 2017 

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO, 

A.	 NASIRA.T 
I 

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR........
 

4 

8.	 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan. baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan 
usaha milik daerah (BUMO) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkurnpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 
lainnya. lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap. 

9.	 Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara 
tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut 

29,	 Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi 
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk 
rnencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu rnembuat 
terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang 
terjadi serta menemukan tersangkanya. 

Oite18pkan di Metro 
pada 18nggal 
WAUKOTA METRO, 

ACHMAD PAIRIN 
Diundangkan diMetro 
pada 18nggal 

SEKRETARIS DAERAH 
KOTAMETRO, 

NASIRA.T 

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2018 NOMOR........
 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO PROVINSI 
LAMPUNG: I IMTRl2018 

5 

Lembar pentapan dan 
pengundangan kata 'pada" 
diketik rnenggunakan huruf 
keeil semua.tanpa tanda baca 
";" (titik dua) 

{
"	 r 
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2. TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO MOMOR02 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH 

No I Materi Raperda Rumusan Raperoa Rumusan Penyempurnaan Keterangan 
31 I 2 4 5 

Diktum Menimbang b. bahwa berdasarkan Kepurusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34­ b. bahwa berdasarkan Keplltusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-63071 Diktum Menimbang huruf b dan huruf 
6307 Tahun 2016 tentang Pembatalan 8eberapa Ketentuan Peraturan Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota c disempumakan 
Daerah Kota Metro Nornor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah Metro Nornor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Nr Tanah, ketentuan Pasal 6ayat 
yaRg siR_aR b8fteRtBAgaR f1eR881l PeratYFaR PerYRfl81lll YRSaR8aR (3) bertentangan dengan lampiran huruf CC Undang·Undang Nomor 23 
yiiRglebih tilllllli f1aR kef39RtiRgSR Y"'lIlfl 89RiA89a f39F1Y f1ibaalksR yailY Tahun 2014 ten13ng Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa 
Pasal 6 ayat (3) bertentangan dengan lampiran huruf CC Undang· penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi rnerupakan urusan 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten13ng Pernerintahan Daerah, yang pemerintahan daerah provinsi, sehingga pemerintah daerah kabupatenlkota 
rnenyatakan bahwa penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah tidak dapat rnengatur hal tersebut dan Pasal 29 bertentangan dengan 
provinsi merupakan urusan pernerintahan daerah provinsi, sehingga Lampiran \I angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
pemerintah daerah kabupatenA<ota tidak f1iberikaA k8':J9RSR8aR YAlYk Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyat~n bahwa 
rnengatur hal tersebut dan Pasal 29 bertentangan dengan Lal1lliran " dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi 
angka 210 Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang blanko; 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang rnenyatakan c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
bahwa dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya huruf b di atas, penu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 
delegasi blanko; Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a dan huruf b diatas. ffiaka penu a9aAya-Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah; 

2 Diktum Mengingat 3. YR08~8 YR08Rg ~JQm8r 12 TaRwR 2Q11 teAtaAS j;!emo9RtwkaA Diktum Mengingat: 
j;!Qfatij~R j;!QAlRoaRg wRo8RgaR ~lsemll8reR Negara RQpl;Islik - Angka 3 dihilangkan, karena 
IROQA9Sia laRwR 2Q94 ~l8mQr S2 j TaFROElRaR lsemllaraA N9sara Undang-Undang Nomer 12 Tahun 
Repwblik IROQR9Sia ~J8m8F 52,4); 2011 hanya menjadi dasar 

... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, 

penyusunan Perda. 
- setelah angka 4 tambahkan PP 

Nomor 69 Tahun 2010, dan PP 
Nomor 55 Tahun 2016 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); - Urutan angka sesuaikan dengan 
... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan hirarki perundang-undangan 

Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080); 

(
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2 3 4 5 

1. Ketentuan Pasal 6ayat (3) diubah, sehingga berbunyi : 

Pasale 
(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. 
(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

EliRyalakaR Elala~ FI:llilial:l yaRg dihitung dengan rnempertimbangkan 
sebagian atau seturuh faktor-faktor berikut: 
a. Jenis sumber air; 
b. Lokasi sumber air; 
c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; 
d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; 
e. Kualitas air; dan 
f. Tingkat kerusakan Iingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan 

dan/atau pemanfaatan air. 
(3) lata elN ,eFhiwAgaA ~aA laeelFAya nilai perolehan air tanah 

sebagaimana dimaksud pada ay. (1) eaR ayat (2) ditetapkan 
dengan Peraturan Gubernur Lampung. 

2. Ketentuan Pasal 6 disempumakan, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai 
berikut 

Pasal6 
(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. 
(2) Sesaran Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor­
faktor berikut : 
a. Jenis sumber air; 
b. Lokasi sumber air; 
c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; 
d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; 
e, Kualitas air; dan 
f. Tingkat kerusakan Iingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan 

dan/atau pemanfaatan air. 
(3) Besarannya nilai perolehan airtanah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman 
pada nilai perolehan airtanah yang ditetapkan oleh Gubernur. 

Pasal 6 disempurnakan, sesuaikan 
dengan Undang-Undang Nomer 28 
Tahun 2009 

3 Lembar penetapan Ditetapkan di Metro 
Pada tanggal ; 
WALIKOTA METRO, 

ACHMAD PAIRIN 

Ditetapkan di Metro 
pada tanggal 
WAUKOTA METRO, 

ACHMAD PAIRIN 

Lembar pentapan dan pengundangan 
kata "pada" diketik menggunakan I 
huruf kecil semua tanpa tanda baca 
";" (titik dual, sesuaikan dengan 
Undang-Undang Nomer 12 Tahun 
2011 

Diundangkan di Metro 
Pada tanggal;.. 2017 

Diundangkan diMetro 
pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH 
KOTAMETRO, 

SEKRETARIS DAERAH 
KOTA METRO, 

A. NASIRA.T 

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR........ 

A. NASIRA.T 

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2018 NOMOR .. 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO PROVINSI 
LAMPUNG: I IMTRl2018 

(
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3. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
 
TELEKOMUNIKASI 01 KOTA METRO.
 

Rumusan RaperdaMateri RaperdaNo 

31 2 

Konsideran Menimbang . I.	 9B~WB se&yei ~eteAtl:lBR ElalBffl ~YFat ~8araR Qirekttrat ~eR8eral 

~eFilflllaR8BA KeYBA8BR ~lelfler ~ ~OQ!PK.6i3Q1i taR68a1 QQ SeJltelfl~ElF 
20~ fi Jieri~al PeS91flaA P9AY:l:l6l:lRaA TaFif RelAIlY6i PeR8eRltaliaA MeRara 
TelekeRll:lAikasi; 

1 

Diktum Mengingat ~ 7.	 Perall:lrBR MeAteFi PekerjaaA bllfll:l1fl ~leFR9F 24JPRTIM12007 teRtaA6 
PeselflaR 1'ekRie IziR MeRltiFiI<aR 8aAgllRBR GedYAg; 

2 

22.	 Peratt!raA b)aeraR K9ta Metre Welflsr 17 TaRl:lA 2002 teRtaR8 PeAeRA:laaR 
eYIfl~aRgaR PiRak Kaliga ~~asa QaeraR 'bslfl18raR QaerBR Keta Me~ 

TaRllIR d004 ~lS~F 49 Seri 1;); 
~6i	 Pe~~raR QaereR Kets MetFe ~lelfl9F Qi TaRYR 2013 teRtaAg Retrilysi 

PeriaiRaR TeFteRtlI (belflllar8R QaerBR Kets Mefi TaRIiIR d9~2 ~eRler Qi, 
TaRlllaR8R beFR9aFaR QaereR Kete Metre ~leRler 06j; 

MEMUTUSKAN.Diktum memutuskan3 

1.	 Ketentuan Pasal1 angka 5, 11, 12 dan 36 diubah. Angka 18 dan 27 dihapus, 
serta ditambahkan f*i8ilI37, 38 dan 39 sehingga berbunyi sebagai berikut : 

4	 I Batang Tubuh 

BABI
 
KETENTUAN UMUM
 

Pasal1
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1.	 Daerah adalah Kota Metro. 
2.	 Walikota adalah Walikota Metro. 
3.	 PeR'leRRtaR QeeraR BealaR \Gialiketa 1l8SeRa j;!er8R8kat QQerQR eellagai 

YASlllr JleRyeleR~gara ~eFR9riRtaRaR QaeFaR. 
4.	 gewaR PsrwakilaA Rakyat QaeFaR yaRg 6elaRjlltAya si&elllilt QPRQ adalaR 

I	 n. - ' ......1- •• riA. 'AI. V. l 

\ 

Rumusan Penyempurnaan 

4 

b.	 bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 
46fPUU-X1I/2014 tanggal 26 Mei 2015 yang menyatakan bahwa ketentuan 
Penjelasan Pasal124 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD dinyatakan 
tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% dari NJOP PBa menara 
telekomunikasi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan 
bertentangan dengan UUD 1945, maka perlu dilakukan penyesuaian 
kembali pengaturan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang 
diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 6Tahun 2016; 

- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian 
dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5181); 

.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080); 

MEMUTUSKAN: 

1.	 Ketentuan Pasal 1 angka 5, 11, 12 dan 36 diubah. Angka 18 dan 27 dihapus, 
serta ditambahkan angka 37, 38 dan 39 sehingga ketentuan Pasal1 berbunyi 
sebagai berikut : 

BABI
 
KETENTUAN UMUM
 

Pasal1
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
3.	 Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4.	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ber1<edudukan sebagai 
unsur penyelenaaara pemerintahan daerah. 

( 

Keterangan 

Huruf bdisempurnakan 

- Angka 17, 22 dan angka 23 
dihilangkan 

- Tambahkan Peraturan 
Pemerintah tentaog 
Pemanfaatan Pajak dan 
Retribusi 

•	 Urutan pengetikan 
menyesuaikan 

Setelah diktum "Memutuskan". 
Dibubuhkan tanda titik dua (:) 
tanpa spasi 

Ketentuan Pasa! 
disempumakan 

Pasal 1 angka 3 dan angka 4 
disempumakan sesuai Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 

1 



1 

5 

6 

7 

8 

7 

2 3 4 I 5 

Nama, Objek dan 
Subjek Retribusi Pasal34 

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi 
atas pemanfaatan ruang untuk 1l9REliAan,;elfl~aRgllRaR menara telekomunikasi. 

2. Ketentuan Pasal 34diubah. sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut : I Pasal 34 disempurnakCll 
Pasal34 

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut 
Retribusi atas pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi. 

Pasal36 

Subjek retribusi adalah OrCllg pribadi atau Badan yang lflefllBRfaalkaA rllBRS 
llRtllk lleREliABR1;91fl~sAgllAaR lfleRBFa telekelflYRikaei. 

3. Ketentuan Pasal 36 diubah. sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut : 
Pasal36 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Sadan yang 
menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian Menara Telekomunikasi 
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 36 disempumakam 

Golongan Retribusi Dan 
Cara Mengukur Tingkat 
Penggunaan Jasa 

Pasal38 
(1) TIngkat penggunaan jasa diukur berdasarl<an jumlah kunjungan dalam rangka 

pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) 
tahun. 

(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 
2(dua) kali dalam 1 (satu) tahun. 

f~) IREleks ',sAa~91 leRS FReRB~ar:ak teFRpY~ elit8tapl<aR 69~agai BeFikyt : 
a sRa I iREleks Q.Q 

4. Ketentuan Pasal 38 diubah. sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut: 
Pasal38 

(1) Cara rnengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah 
kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara 
telekomunikasi. 

(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
sebanyak 2(dua) kali dalam 1(satu) tahun. 

Ketentuan Pasal 38 ayat (3) 
dan ayat (4) dihilangkan, 
karena sudah diatur dalam 
Pasal 40 Raperda 

........,..,"" 'I'~. aRa" iRElekG 11 
(4) IREleke ·,afia~el jeRie keR6tFYksi flleRaFa Elite.kans9~agai BeAkyt : 

a. Minars Pele insekG 9.7 
9. Menara a(;,3) "ski iRElekG 1 
e. MeAaFa 4(elflllaij Kakiineleke 1,~ 

Ketentuan Pasal 40 
disempumakan, disesuaikan 
dengan Putusan Mahlcamah 
Konstitusi Republik Indonesia 
Nomor 46fPUU-Xllf2014 

Prinsip dan Sasaran 
Penetapan Struktur dan 
Besarnya Tarit Retribusi 

Struktur dan Besarnya 
TarifRetribusi 

Pasal39 
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan lJntuk menutup 

sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara 
telekomunikasi. 

(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya 
operasional yang ber1<aitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan 
pengendalian menara telel<omunikasi. 

Pasal40 

(1) RelR9ysi PengeREIaiiaR MeRaFa 1=elekefllllRikasi ElitetapkaR &eRtaR feFR:IYlasi 
689a,ai eerikyt : 
RPM; - (II 'l ij) • lA 
KeterBRQaR: 
RPMT : RetFiBllSi PeRgenEiaiiaR MeAaFB 1=elekelflllRikasi 
Ii!: : IREIake \(ariaBel ;lena Manera 
ij : IAEleke \(afiBBel Janis KeRtrllkGi MeAaFa 
TO • T~ri.f' DI'\+rihu~i 

5. Ketentuan Pasal 39 diubah. sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut : 
Pasal39 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk 
menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan 
pengendalian menara telekomunikasi. 

(2) Siaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rneliputi 
belanja langsung ter1<ait kegiatan pengawasan dan pengendalian 
menara telekomunikasi berupa Belanja Pedalanan Dinas dan Belanja 
Sarang Pakai Habis. 

6. Ketentuan Pasal40 diubah. sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut : 
Pasal40 

(1) Perhitungan besamya tarif Retribusi didasarl<an pada biaya penyediaan 
jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan 
pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Pe~alanan Dinas 
dan Belanja Bcrang Pakai Habis. 

(2) Tarit retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan 
memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak tempuh. 

Ketentuan Pasal 
disempurnakan 

39 
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(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar I (3) Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) per menara per tahun. adalah sebagai berikut: 

RPMT =KJM +KJT XTarif
 
paling lama 3 (tiga) tahun sekali, eeRseR FA8REla&aFkaR paEla indeks harga
 

(3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dltinjau kembali 
2 

Keteranganyang ditetapkan oleh Walikota dan perkembangan perekonomian Daerah. 
RPMT ; Retribusi Pengendalian Menara(4) ~alaFA ~al terjadi perubahan tam retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

Telekomunikasi 
KJM : Koefisien Jenis Menara 
KJT : Koefisien Jarak Tempuh 

(3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota Metro. 

(4)	 Tarit Retribusi sebagaimana dimaksud oada ayat (3) ditetapkan 
sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) 
per menara per tahun 

(5)	 Nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 
sebagai berikut : 

a. Koefisien Janis Menara 
NO I JENIS MENARA 
1 I Menara ". 
2 I Menara ". 
3 I Menara." 

JUMLAH 

NILAI KOEFISIEN 
1,1 
1,0 
0,9 
3,0 

b. Koefisien Jarak Tempuh 
NO I LOKASIlKAWASAN NILAJ KOEFISIEN 

MENARA 
1 I Jauh 1,1 

IKecamalan ..., kecamatan ........, dst) 
2 I Sedang 

IKecamatan ..., kecamatan ........ ,dst) 
1,0 

3 I Dalam Kola 0,9 
IKecamatan ..., kecamatan ........, dstl 
JUMLAH 3,0 

(6)	 Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau 
kembali paling lama 3 (tlga) tahun sekali, swsuai indeks harga yang 
ditetapkan oleh Walikota dan perkembangan perekonomian 
Daerah. 

(7)	 Perubahan tarit retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 

\	 (
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9 Penetapan dan 
Pengundangan 

Dttetapkan di Metro 
Pada tanggal. 
WALIKOTA METRO, 

Ditetapkan diMetro 
pada tanggal 
WAUKOTA METRO, 

Diundangkan di 
Metro 
Pada tanggal ;. 2017 

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO, 

ACHMAD PAIRIN ACHMAD PAIRIN 
Diundangkan diMetro 
pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO, 

A.NASlRA.T 

A. NASIR A.T 

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR........ 

I LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2018 NOMOR .. 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO PROVlNS1 LAMPUNG :

I IMTRl2018 
I 

PENJELASAN PASAL 40 
Contoh perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan tarif 
tetap: 

ut:;:,KRIPSI BIAYA JUMLAH HARt I BANYAK 

Jumlah har; yan~ di~unakan unluk ma/1llunjungi manara =(75X2)13 " 50hari 
Satu tim lardiri atas 3 (tiga) orang 
Biaya Parialanan Dinas 
(biaya rata-rata par 
tahun untuk seluruh 
kuniul1!lEln rnenara 
Transporlasi Rp. 250.000.-
Uang Harian Rp 100.000,-
Belanja Bahan Habis 
Pakai partahun 
Pembelian ATK Rp.6.000.000,-
Tolal Balanja Par Tahun 
Biaya Rata-rata 
Pangawssan dan 
Pangandalian alau Tarif 
Retribusi per Iahun (Iolal 
belanja dibagi jumlah 
manara) 

50han 
50Hari 

1TIm 
3 orang 

1Tahun 

JUMLAH I KET. 

Rp. 12.500000,-
Rp. 15.000.000,­

Rp.6.0oo.000,-
Rp. 33.500.000,-
Rp. 446.667,­
(Perrbulatan Rp. 
447.000.-) 

(
 

Lembar pentapan dan 
pengundangan kala 'pada" 
diketik menggunakan I1uruf 
keeil semua.tanpa tanda ba::a 
":" (titik dual, sesuaikan dengan 
Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 
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4. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 
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Konsideran 
Menimbang 

Diktum 
mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a9 Ic. 
tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Jasa UmulT}, 

So YASSA' YAsaA, ~91'19r 33 l"SIlYA ~gg4 taAtaAIi P9rilR~aA!laA I(SYaAgaA ' ­
ARtaFa PSFRSFiAtall j:!Ysat ElBA PSlReriAtaAsR "S9FaR (bSfM9aFaR ~~SFa 

RS~Y91i1( IA1l9Reeia l"aAYR 4gg4 ~9lRsr 148, lalR~ah8R bSFR~araR ~Is!lara 
Re~YBlik IRS9Resia ~19f1:19F 443&); 

1a. YAllaA,YAsaA, ~191'19r 14 l"ahYR ~Q11 taRSRg PeFRssRt+JkaR PSFatYFaR I • 

P9rYASBRii YRllaRgaR (bSI'1SaraA ~ISilaFa RSpYBlik IRs9Rssia l"aIlYA ~Q11 
~91'19r 84, lal'1~aRaA L91fl~aFaA ~le,aFa R9~ysliI( IRll9A9sia ~19fMeF li~64); 

14. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 114. 
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

18, Peraturan Pemertntah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab 118, 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5145); 

21. Peraturan Pemerin18h Nomor 7Q Tahun ~ tentang FleS91flaR Pembinaan I 21. 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun ~ Nomor 4ii, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4iQ3); 

MEMUTUSKAN.
 

bahwa bercasakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huM a dan 
.Q tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
etas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 ten18ng Retribusi 
JasaUmum; 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahen Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia NomOI' 5679); 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 16n18ng Pelaksanaan Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerin18h Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor ~, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5772); 
Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerin18han Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041); 
Peraturan Pernerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian 
dan Pemanfaa18n Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5161); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah 16n18ng Pajak Daerah dan Raneangan 
Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 2OBO); 

MEMUTUSKAN: 

Konsideran menimbang 
Huruf e disempumakan, 
penulisan diakhiri dengan 
tanda baea titik (.) 

Angka 8 dan 13 dihilangkan, 
angka 14, 18, 21 
disempumakan, tambahkan 
PP 69 Tahun 2010, dan pp 
55 Tahun 2016 tata urutan 
dan penomoran 
menyesuaikan 

Setelah diktum 
"Memutuskan". Dibubuhkan 
tanda titik dua (:) tanpa spasi 

Diktum memutuskan 
dan Menetapkan. 

{, 

3 
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4 Satang Tubuh Pasal J 1. Ketentuan Pasal 1 disempumal<an. sehingga Pasat 1 berbunyi sebagai 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : berikut 

1. Daerah adalah Daerah Kota Metro. Pasali 
~. PeRleFiRm~ QaeFa~ a~alaR Pe"leFiAtaRK9ta Melf9. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
3. QewsR F1eFw~ilsR ~ekyat QaeFat:l. YSRi eelaRjlltAya ~ieeillt QP~bl aesleR 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 

Q9'NSR PefwskiisR Rakyat bleeFaR Keta MM. Pemerintah Daerah yang rnemimpin pelaksanaan pemerintah yang 
4. Walikota adalah Walikota Metro. rnenjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yangselanjutnya dsingkat DPRD 
adalah lembaga perwakilan ra<yat daerah yang ber1<edudukan sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

5 Objek dan Subjek illieR Kel" 2. Ketentuan Pasal 4diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 
Retribusi OidliK PAN &YlidliK RiTRliY&1 Pasal4 

P.lal4 J, (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas 
bleRliaR RS"la ~etfi~llei l=lelayaReR l(eseRetaR loIewaR Si~l:IRlil:lt FetAslisi etas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskeswan, puskesmas keliling. 

puskesmas pembantu, poskeskel. dan tempat pelayanan kesehatan 
lainnya yang sejenis Oejaringnya) termasuk pelayanan peternakan dan 
kesehatan hewan. 

(2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskeswan, puskesmas 
keliling, puskesmas pembantu, poskeskel, jasa pelayanan peternakan dan 
kesehatan hewan dan fasilitas peternakan dan kesehatan hewan lainnya 
oleh Puskeswan, Perbibitan, Laboratorium Kesmavet atau Sidang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan. dan tempat pelayanan kesehatan 
lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pernerintah 
Daerah. 

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan 
kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat SUMN, SUMD, dan 
pihak swasta. serta penanganan penyakit hewan menular strategis, dan 
peternak berskala kecil atau rumah tangga.. 

(4) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan 
kesehatan di puskesrnas, puskeswan, puskesmas keliling, puskesmas 
pembantu, poskeskel, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang 
sejenis. 

(5) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis 
dan frekuensi pelayanan kesehatan manusia serta jenis dan frekuensi 
pelayanan kesehatan hewan.. 

1 

Pasal 1 angka 2 dan 3 
disempumakan, sesuai 
Undang-Undang Noroor 23 
Tahun 2014 

Ketentuan pasal 4A , 48, 4C, 
4D • ketentuan pasal 4 Perda 
Nomor 3 Tahun 2012 
disemprnakan 

PelayaRaR PeteFRakaR eaR l(es8ABtaR HeweR. 
1.	 GBjek Retfiillsi aealaR jasa lJelavaRaR ,eteFRakaR saR kes9RataR R9WaR
 

EleR faeilitas JletBFRakaR ElaR keeeAataR RawaR laiRRya el9R PlleK9&WaR,
 
F19FiisitaR, baierawFillFR K96"lQlJet atall iisaRli PeteFRakaA eaR l(e69RataA
 
IoIewaA. 

~.	 el:lBj9k Retfi9116i siaiaR ElFaRg pFiisdi atali sasaR )'aRliJ Rl9FRpeFeleil
 
j3elayaAaR ke&eRataR R&'waR.
 

3.	 PYSk96'&\,aR, P9riiiitaR eaR ba"eFa!eFillRl 1(9S"lavet ~a~at
 
RleRyel9RigarakaR j3elayaRaR ke6eRataR R9waR eaR stal:l p91ayaRaR
 
laiRAya kef}asa piRak ke 3 yaRg siayaRya ElitaRlililiRfl eleR kel9FRJl9k daR
 
Jlelal,saRaaRRya E1iattir eeRyaR Sllrat Pe~alljiaR 8eF6aFRa aAtaFa ~iRal,
 

~l:ISk9SWaR ElaR kea.a k9Ie"lf}9k se6l:1ai seRgaR keteRtliaR yaRli 99r1akll.
 
4.	 8agi KlieRlPeterRak yaRli tiEiak FRarApllJRliskiR Eli99s8skaR S9P9Al:IRRya daFi
 

k9wajisaR llRtl:Ik FR9FRsayaF Biaya 1391ayaRaA daR 139Rlilil:lRaaR fasUilas
 
~llsKee\\'aR, ~erlli9itaR ElaR baseFat9FillFR K9SFRQ\'et.
 

i.	 YRa.k ~9AaRliaRaR ~9Ry~it R9·...'aR "l8Rl:IlaF SMliis S9peRl:IRRya FRElRja~i
 

taRlill:lRgjawas ~9"l8FiRtaR.
 

(
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6 Jenis Pelayanan liaeiilR Ked... . 
.IiNli PiLl.¥ANAN 

Ptilal4 Ii 
dEiAie ~elayaRaA keeeRataA RewaR ~aoa PYSI~geWaR aealaR ~elayaRaR keseRataA ReweR 
Meaik VeteFiRer aaR ~JSR Meaik Vet.eFiRer. 
(1) deRls lJelayaR8R peteFRakSR ~sea PSF8iBitaR aElalaR ~8layaRaR ~8RyAjaR8 RSR FRsElik 

"eteFiRsr, 
~2) JeRie ,elayaRaR bagerateriYFR keslflavet aaalaR ~8layaRaR ~eRgYjiaR preaYk R8'NaR. 
(3) JeRis PelayaRaR QiSSRg PeteFRakaR E1aR l(eeeRataR loIewaR aaaleR PelfleRkeaaR 

KeeellmaR 1oI9WiilR aaR SaRaR ,i\&slloI8'i'laR. 
(4) deRls PelayaRaR KseeRataR IoIs'lJaR E1iFRakSY9 ~sea syal ~1), FReli~Y~ : 

a. PeiayaR8R MeElik VeteRReF, teFoiri aari : 
1. PelavaRaR peFRerikeaaR Isly liRta6 1:18'NSR aaR BaReR asel l:IewaR yRtYk 

ElilJawa ke IYSF oaeral:l; 
2. PelayaRaR r8\'latjalaR; 
3. PelayaRaR giil'lat aarYFat; 
4. PelayaRaRaR rawaiRap; 
i. liRsakaR ReA 88a81:1; 
i. +iRaakaR sesaR; 
7. PelayaRaR ve~siRasi; 

6. liAsakaR visYFR etF9~eRl:Ilfl; 

9. PelayaRaR ef,JiEleFRiel8gik FRaY~l:IA seFelegisj 
1Q. PelayaRaR ~eR8aIfl8i1aR, ~8RiYFRp\llaR eaR ~eR8iriFRaR speSiFReR ke 

laeerateFiYFR; 
11. PelayaAaR pSRYF!jaR8 FR8eie. 

9. PeiayaR8R ,eRyR;jaRi ReR Meeik VeteriReF; tereiri Elari : 
1. PelayaA8R iEl8R~fik8si teFRak; 
2. PeiayaR8R iR89FRiRSsi 9l:1ER; 
3. PelayaRaR ,eRf:JiYRaaR SaFaRa k8eeRataR RSWaR. 

(6) deRle ,elayaRaR Lall9Fateril:l'" I(ssmawst EliFRaksYe paEia ayat (8), FReli,yti : 
a. Uji GelflaraR MikFEl9a; 
9. Uji R8eiay Q9at; 
6. Uji KifRia; 
e. Uji BahaR PeRi8\'I9t; 
e. Yji Iel9R~fikS6i SIJ8si9S iS9i; 
t Yji Ma/aeRite "FeeR; 
i. ,AJIatelliR; 
h. Uji Ma~ti6. 

7 Prinsip dan Tujuan Pasal4 C Pasal4C 
Penetapan Tarif Prinsip dan t~l:laA eala", f98Aeta,aR 98s8FRya tarif retribusi didasarkan pada tujuan Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan 

untuk menutupi dan atau untuk mengganti biaya pemeliharaan dan biaya ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang 
penyelenggaraan pemberian pelayanan, tidak termasuk biaya investasi dan gaji bersangkutan, kemampuan masyaraka~ aspek keadilan dan 
pegawai. efektifitas pengendalian atas pelayanan, 

( 

12 

5 

Pasal 48 dihilangkan, 
substansi digabung dalam 
Pasal 6 Perda Nomor 3 
Tahun 2012 dengan 
penyempurnaan 

Pasal 4C disempumakan, 
substansi dimasukan dalam 
Pasal 5 Perda Nomor 3 
Tahun 2012 disemprnakan 
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1 2 3 4 5 

8 Struktur dan besarnya 
tarif Retribusi 

iagilA KeeMpat 
StFuktwr dlA ieeaFRya 1=1'" R:8tFiltwei 

- Pasal 40 
substansi 

dihilangkan, 
dimasukan 

Paeal4 g dalam pasal 6 Perda 
f~) f2eReta~aA taFif FetFi~1i6i ElilikYF gerEls6aFkaA lJiaya, keFRaFRfjllaR FAaeyarakat Nomor 3 Tahun 2012 

eaR rMi91i6i ~elayaRaR ~aEla P'1i6ke6'NaR, j;leFBi9itaR, seRa IJiElaRi disemprnakan 
f2eteFRakaR eaR Ke6e~ataR lalewaA - Biaya administrasi tidak 

{2) K9~fje~eA k9Al~eR9ArelR91lS1 yaitll : 'BR If) gl81lRakaR ElalaAl Al9Reta~kaR lJesaFR' . termasuk pelayanan 

s. Janis ,B/ayaR",. 18 IilAt 
kesehatan hewan 

9. d~Alla~ ElaR j9Ri~ ~9AlaiuliaR 9:. 8!81S flI-: ..... ;.. slat,allis ,akai: 
e' :~,*,:a peAlsriksaaR eaR tiRElakaA' 
. ~a~a tFaRspeFtasi; i 

f. Q~aya fJen:!eli~aFaaRi 
g. Q,aya aen:!iRi&tFa6ipeRyediaaR jaea. YAlIin:! ElaR .91aya laiRRya yaRB n:!BRBl:IkIlRg 

Pasal6 2. Ketentuan Pasal6 diubah, sehingga Pasal6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 disempurnakan 
(1) Jenis pelayanan yang dikenakan retribusi diPuskesmas adalah: Pasal6 

a. Pelayanan Rawat Jalan; (1) Jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan retribusi di Puskesmas, 
b. Pelayanan Gawat Darurat; Peternakan pada perbibitan, Laboratorium kesmavet, dan Bidang 
C. Pelayanan Rawat Inap; Peternakan dan Kesehatan Hewan, adalah: 
d. Pelayanan Lain-lain. a. Pelayanan Rawat Jalan; 

(2) Pelayanan yang dimaksud pada ayat (1) diatas terdin dan: b. Pelayanan Gawat Darurat; 
a. Pelayanan Medik c. Pelayanan Rawat (nap; 
b. Pelayanan penunjang medik, terdiri dari : d. Pelayanan Lain-lain. 

1. Laboratorium; (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan: 
2. Radio Diagnostik ; a. Pelayanan Medik; 
3. Diagnostik Elektro Medik; b. Pelayanan penunjang medik, terdiri dari : 
4. Rehabilitasi Medik; 1. Laboratorium; 
5. Farmasi; 2. Radio Diagnostik ; 
6. Konsultasi; 3. Diagnostik Elektro Medik; 
7. Pelayanan penunjang medik lslnnya 4. Rehabilitasi Medik; 

C. Pelayanan penunjang non medik terdiri dan: Rekam medik 5. Farmasi; 
d. Pelayanan asuhan keperawatan 6. Konsultasi; 

(3) Retribusi pelayanan di tempat pelayanan kesehatan sebagaimana 7. Pelayanan penunjang medik lainnya; 
dimaksud ayat (1), dan (2) meliputi komponen Jasa Sarana dan Jasa c. Pelayanan penunjang non medik terdiri dari : Rekam medik; 
Pelayanan yang proporsinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. d. Pelayanan asuhan keperawatan. 

~ 

(
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{4~	 I(SRlP9R9R jasa S8FaRa sBlilat eiegel:laikaR apaBila tersapat keAaikaR llaFlJQ 
SBat seateA, sairaR teFFRasllk BailaR saA sBat sBateR YAftlk pSRyelaFRBtaR 
jiwa yaAlJ desk tereeflia si pl:IskeeRlaB saA BailaA FReElis lIaBie pakai yaRS 
akaR ElitetapkaR EleRSaA kepWftleaR 'FR ,eRlJ8lsla rawat iAa,. 

{i~	 daea p91ayaRaR e9B9gaiMaR9 EliRl atp~layaAaR (;)e"ter, "eYRaR 1(9 ~~~ ,adaar .(3) lliatas terEliFi ElaFi jasa
~11iI8FYRtYkkQA Bagi fJ9lJ8\'1ai fy: Si:iVataA E1aR Jasa pelayaAaA laiRRya 
}taAlJ IJssaraARya E1iatwr ISBill ,: . :a~ strYKtyral, ElaA p8gQl....ai laiARya
KsesllataR	 AJY sRgaR KSpl:lWeaR Kepala QiR96 

I.	 PELAYANAN RAWAT JALAN PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS 
KELILlNG, PUSKESMAS PEMBANTU, POSKESKEL. 

4 

(3)	 Jenis pelayanan yang dikenakan retribusi pada puskeswan adalah 
a.	 Pelayanan Medik Veteriner dan Non Medik Veteriner; 
b.	 Pelayanan rawat jalan; 
c.	 Pelayanan gawat darurat; 
d.	 Pelayananan rawat inap; 
e.	 Pelayanan penunjang medis. 

(4)	 Pelayanan Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a.	 pelayanan medik veteriner meliputi : 

1.	 rawat jalan. 
2.	 rawat darurat. 
3.	 rawatinap. 

b.	 pelayanan non medik veteriner meliputi : 
1.	 Pelayanan identifikasi ternak. 
2.	 Pelayanan inseminasi buatan. 
3.	 Pelayanan penggunaan sarana kesehatan hewan. 

c.	 pelayanan Penunjang Medik meliputi : 
1.	 Uji Cemaran Mikroba. 
2.	 Uji Residu Obat 
3.	 Uji Kimia. 
4.	 Pelayanan Laboratorium Kesmavet 

I.	 PELAYANAN RAWAT JALAN PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS 
KELIUNG, PUSKESMAS PEMBANTU, POSKESKEL. 

! 5 

Ketentuan keterangan tarif 
dan pembagian item 
pembebanan atas tarif 

JENIS PELAYANAN JASANO 

SARAN 
A 

Rawat Jalan 5.250 

2 \ Rawat Kunjungan I 5.250 
(Rumah Pasien) 

Kat daea &araRQ : ~5 % 
I...,.",,,,,, O.t!l.I""".I...,,,~n . cs: OL 
~T""""""'------ • .......--TV
 

PELAYANAN 

9.750 

9.750 

TOTAL 

15.000 

15.000 

NO	 I JENIS PELAYANAN 

1 I Rawat Jalan
 

2 I Rawat Kunjungan
 
(Rumah Pasien)
 

JASA TOTAL 

SARANA PELAYANAN 

5.250 9.750 15.000 

5.250 I 9.750 15.000 
I 

dihilangkan seluruh 
penerimaan harus masuk kas 
daerah tidak dapat langsung 
dibagi per item, kecuali pada 
SKPD atau Unit yang telah 
menerapkan pola PPK BLUD, 
ketentuan berikutnya 
mengikuti. 

NO I JENIS PELAYANAN JASA TOTAL 

SARANA PELAYANAN 

1 I Pemeriksaan Keur 
Dokter 

2.000 8.000 10.000 

2 Konsultasi Gizi 1.400 5.600 7.000 

3 Kosultasi Dokter 
Spesialis 

10.000 40.000 50.000 

NO JENIS PELAYANAN JASA TOTAL 

Pemeriksaan Keur Dokter 2.000 

SARAN 
A 

8.000 

PELAYANAN 

10.000 

2 \ Konsultasi Gizi I 1.400 5.600 7.000 

3 I Kosultasi Dokter Spesialis I 10.000 40.000 50.000 
Kst: dasa &araAa : 20 % Dan seterusnya.... 

~"'" nAI_u__ A_ • 0/\ at 
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i, K.te........ P•••I 41 ..Iw••h••,hillll.lm.wAy! ••8••1••fikw' i
 

Uri )l'(J),f
 

KIi;iNWAN PIiNYWIiI
 
Pa&a141i
 

..........._._. -_.._..._, ..._..._.
Palla saat PeFatYraR QaeraR iRi ~Illai BsFlakll ~a~a' 

1:	 lJeratl:!raR QaeraR Keta MeR ~19fMF 18 l"aRIlR ~QQg teRtaRg RStRBII6i 
P8FMeFi~aaR A1at Pe~alla~ Ke~akaraR (bSFRBaRiA QaeraR Kete Metfe 
TaRIiR ~ggg ~leWt8r 2:ij SElB8gaiFRaRa taleR lIh:lBaR BeRgaR PeFatYraR 
Qaeral:l Keta Mew ~leFRer 13 1=ahwR Cl9Qi (beFRBWaR QaeraR Keta M9lfe 
TaRIiR 2999 ~JeFRsr 99); 

Pasal46 
Peraturan Pelaksana yang ada, sepanjang tidak bertenfangan dengan Peraturan
 
Daerah inidinyatakan masih berlaku.
 
Peraturan Pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6
 
(enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 
10191 Ral yaRg eelYFR lIiatliF lIalaFR P9Fal!i:lF9R Q98FSl:\ iRi 8spaAjaRg FR8R§8Rai
 
te~Ri6 ,elakeaRaaRAya a~R Sitetap~R seRgaR PeFaQ:IFaR Walil(eta.
 

4 5 

Ketentuan Pasal45 dihapus 

3. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut 
Pasal46 

(1) Peraturan Pelaksana yCl'g ada, sepanjang tidak bertentangan dengan 
Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku. 

(2) Peraturan Pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 
(enam) bulan sejak Peraturan Daerah inidiundangkan. 

Ketentuan 
disempumakan 

Pasal 46 

PARAF KOORDINASI 

L WAKIL GUBERNUR 
2.	 SEKDA PROVINSI 
3.	 ASISTEN PEM & KESRA 
4.	 ~SIS'EN EKBANG 

5. I ASISTEN ADM. UMUM 
6. 
7. 
8. 

2J	 BIRO HUKUM L.l-

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG, 

'IK SUPRkYITNO 


